b
GUBERNUR PAPUA

REPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 100.3.3.1/KEP.409/2025
TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang - a, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan

upah hﬂg_;i pekerjajburul melalui mekanisme BenyesUaIan
LUpah I'»j[m:mu_m provinsl yang didesarkan pada kondisi
:;:Rﬂnnrm dnndﬂe'.:r-ag;l_k::qiaau. serta memperhatilean Hasil
urusan  Sidang Dewan Pengupshan  Provinsi T
Tahun 2025. = rap
b, I:ualw_.r-_-l mempertimbangkan aspirasi vang berkembang dalam
mmue}gaL Oaye bell masyarakat, perlu dilakukan PERvesUaian
atas .e:mual_-:mz Upah minimum Tahun 2026 dengan tetap
memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;

c. bahwa acsuai Peraturan Pemerintah Nomoer 26 Tabun 2021
L:n'rzm_g Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
rl.::rakhlr df:r_t_gan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
J“‘-;-rhun_ 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraburan
Pt:m-:hntgh Nomar 26 Takun 2091 Tentang Penpupahan
Upah minimum  provins ditetapkan  denpan Egputuaa::

Gubertiur  dan  divmumkan ing |
3 5 ambat L :
Desember 2025; RN hm nzeal 2

d. bahwa hcﬁ’:;fsurkar: pertimbangan sebagaimann dimaksod
dalam hurul &, hurof b dan hurof ¢, perlu menetapkan

Keputusan Gubsrnur Papua tentang Upah Minimum Provinsi
Papua Tahun 2026,

Mengingat Ll Undang-Undang Momor 12 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Propinsi Olonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi loan Barat (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 2007);

2, Undeng-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Fhusus Bag Provins: Papua (Lembaran Megara Republik
[ndonesia Tahun 2001 Momor 135, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undeng-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinst Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 MNomor 155, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor BT,
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3. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014, Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
3587), schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Komar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang MNemaor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58 Tambaban Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5679);

2, Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2023 tentang Cipta Ketja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

©.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tehun 2021 tentang Penpupahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin Nomor 6648)
sebagaimana telnh diubeh beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Momor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023

Namor 187, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indoncsia
MWomaor 7148

7. Keputusan  Presiden Momor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupaharn;

&. Peraturan Menteri Tenaga Kerjp dan Transmgrasi Nomor 7
Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Megara Republik
indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

9. Peraturan Menteri Retenagaketiaan Momor 21 Tahun 2016 tentang
Kebutuhan Hidup Lavak (Berita Megama Fepublik lndonesia Tahun
2016 Nomor 948) scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri  Hetepagakerjoan  Momor 185 Tahun 2020 cntang
Perubahan Atas Peraturan Menlen Kelenongebkerjpan MNomor 21
Tahun 2016 Tentang Kebuituban Hidup Layak [(Berita Mepgara
Republilc Indeneaia Tahun 2020 Nomaor 1170

10, Keputusan  Menteri Teneaga  Kerja  dan Troansmigrasi
Momor 231/MENM/2003 tencang Tate Cara  Penangguhar
Pelaksanaan Upah Minimum;

11. Keputusan  Menteri Tenmga Herja  dan  Transmigrasi
Nomor 102/ Men/ V] 2004 tentang Waltu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur;

12. Keputusan Gubernur Provinsi Papu Nomor 100,331 /KEP.233,/ 2035
tentang Pembentukan Dewan Pengupahan  Provins Papua Masa
Bhakt 2025-2028,
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Mermperhatiken : 1, Hasil Rumusan Dewan Pengupahan Provinsi

Menetapkan
KESATL

KEDLA

KETIGA

KEEMPAT

EELIMA

KEENAM

-3 -

Papua
Tahun 2025,

2. Hasil Rapat Dewan Penpupahan Provinsi Papua, tanggal 22
Desember 2025,

3. Berita  Acara  Kesepakatan Bersama Antara  Unsur

Pengusaha dan Unsur Pekerja/Buruh, tangpal 22
Desember 2025,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Upah Minimum  Provinsi Papua dan Upah
Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2

026 dengan rincian
sebapal berilout

a. Upah  Minimum  Provinsi {(UMF]  Papua  sechesar
Ep.4.436.283 - (Empat futa empat ratus tiga puluh enam
fbu dua rams delapan puluh tiga rupiah) per bulan,
mengalamt  kenaikan schesar 3,51%  atay sebesar Rp.
| 50.433.- (Seramas ima puluhb rikg empat ralus tiga puluh
tiga rupiah) dari UMP Papua Tehun 2095,

0. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMEP) Papua schesar

Ep. 4476200, (Empat juta smpat ratus ftujubh pulub enam
ribu dua ratus acmbilan rupiah) per tulan, dengan kenaikan
sebesar 0,9% atau schesar Ep.39.926 - [Tiga puluh sembilan

ribu gembilan ratlus dua puluh enam rupieh] dari UMSP
FPapua Tahun 2025,

Upah Minimum Provinsi sebapgaimana  dimaksud  dalam
ktam KESATU adalal upah bulanan terendah, terdid dam
upah pokok termesuk lunjangan letap,

Upah Minimum Sekioral stbagsimana  dimaksud  dalam
Diktlum  KESATU ditetapkan untuk sektor lertentu  yang
memiliki karskteristik dan risike ketia vang herbeda dari sElotog
laintiya, dan funtutan pekerjaan vang lebih berat atay
spesialisasi vang diperlulkan,

Upah Minimum hanye berlaku bag
dengan maszs kerja kurangs dari | (=ata) lahun di perusahaan
sedangkan denpan masa kerja diatas | laatu) tabun atan lebin,
bezartiya upah berpedaman pada struktor dan skala upah,

pekerja ) burah WAL

Bagi pekerja/burah dengan masa kerja larang dari 1 (satu)
tafun yvang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah
lebih besar dari Upah Minimum,

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tnpgi dan

ketentuan UMP dan UMSP vang ditetapkan dalam Keputosan
i, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
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RETUJUH

KEDELAPAN

EESEMBILAN :

KESEPULUH -

KESEBELAS -

Upah Minimum _stbagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dikecualikan bagi pekerja/buruh usaha mikro dan
usaha kecil,

Felnf.sahaan dilarang membayar upah lehih rendah dari Upah
Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

anaahagn. dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan
Egh Minimum  sehagaimana dimaksud dalam  Diktum
AT,

Perusahaan

: _ yang membayar  upah  pekeria/burch
dibawah/lebih rendah dari upah minimum sehagaimana

r'-imq]-i.;ud dalam Diktum KESATU, akan dikenaksn sankesi
administratil  sesuat  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Eeputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januarn 2026,

Ditetaplean di Jayapura
pada lanpgal 23 Desernber 2025

GUBERNUE PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS DL FAKHIRL 3 LK, S H., MH
KOMJEN PUOL {Purn)

Ehpfa, 5., M. um
MRl 2 199712 2 001



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menten Dalam Negeri Rl di Jakarta;
Menten Tenaga Kerja Rl di Jakarta:

1
|
3. Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;

4

Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta:
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Perwakilan Badan

Pemeriksa Keuangan Provinsi
di Jayapura;

Papua
7. Wepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi
Papua di Javapura:

8. Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Javapura;

4. Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;

10, Ketua SPNI Provins: Papua di Jayvapura;

11. Ketua 5P Provinsi Papua di Jayapura;

12, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;

13, Kepala PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapurs;
14. Kepala BPJE Keachatan Provins: Papua di Jayapura;

15. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua di Jayapura;

16. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Negen Kelas [A di Jayapura,

Pengadilan
17 Bupati/Walikota se Provinsi Papua,



